
 
 

 

WALIKOTA PADANG PANJANG 

PROVINSI SUMATERA BARAT 

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG 

NOMOR 79 TAHUN 2021 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG 

NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN  

PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA  

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  

KOTA PADANG PANJANG 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA PADANG PANJANG, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Aparatur Sipil Negara 
yang berintegritas dalam pelaksanaan pekerjaan, perlu 
dilakukan pengawasan dan pembinaan dalam 

pencegahan tindakan yang mengarah kepada korupsi, 
kolusi, dan nepotisme; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Walikota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Walikota Padang Panjang Nomor 3 Tahun 2021 tentang 
Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur 
Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Padang 

Panjang; 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1956 tentang 

Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam 
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 962); 

  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5494); 

  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6573); 

  4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 

Disiplin… 
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Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan 
atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 

tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; 

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang 
Penilaian Produktifitas Kerja Pegawai Negeri Sipil 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6340); 

  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Bikrokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja ASN 
Negeri; 

  8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 

Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan 
Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin ASN 

Negeri Sipil; 

  9. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 3 Tahun 
2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan 

Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan 
Pemerintah Kota Padang Panjang (Berita Daerah Kota 

Padang Panjang Tahun 2021 Nomor 3), sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Walikota Padang 
Panjang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas 

Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 3 Tahun 
2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan 
Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan 

Pemerintah Kota Padang Panjang (Berita Daerah Kota 
Padang Panjang Tahun 2021 Nomor 17); 

Memperhatikan  : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 
Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri 
Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai 

Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah 
Daerah; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA 
ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 

3 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN 
PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI 
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG. 

  Pasal I 

Ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) Peraturan Walikota 

tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Padang Panjang 
Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan 
Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan 

Pemerintah… 
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Pemerintah Kota Padang Panjang, diubah sehingga berbunyi 
sebagai berikut: 

  Pasal 18 

(1) Pemberian TPP ASN ditunda apabila pegawai: 
a. tidak melakukan pelaporan Laporan Harta Kekayaan 

Pejabat Negara (LHKPN); atau 
b. terkena sanksi dan tidak melaksanakan kewajiban 

sesuai keputusan Tuntutan Perbendaharaan dan 
Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR); 

c. tidak mengembalikan aset daerah; atau 

d. tidak melaporkan penerimaan gratifikasi. 
(2) Apabila pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

telah melaksanakan kewajibannya maka pegawai yang 

bersangkutan dapat menerima TPP ASN sesuai dengan 
haknya yang tertunda. 

(3) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) termasuk pembayaran angsuran untuk 
memenuhi kewajiban Tuntutan Perbendaharaan dan 

Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR). 

  Pasal II 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 

Oktober 2021. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Walikota ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang. 

  Ditetapkan di Padang Panjang 

pada tanggal 31 Desember 2021 

WALIKOTA PADANG PANJANG, 

 
ttd. 

 

FADLY AMRAN 

Diundangkan di Padang Panjang 
pada tanggal 31 Desember 2021 

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG, 
 

ttd. 
 

SONNY BUDAYA PUTRA 

 

BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2021 NOMOR 79 
 

 


